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Menimbang :a.

b.

c.

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 Peraturan

Pemerintah Nomor 6 Tahun 2O2L tentang Penyelenggaraan

Perizinan Berusaha di Daerah, serta menjaga kualitas pnzinarr
dan Non Pertzinan berusaha berbasis risiko yang dapat

dipertanggungiawabkan secara cepat, mudah, terintegrasi,

transparan, efisien, efektif, dan akuntabel diperlukan Peraturan

Bupati yang mengatur mengenai pendelegasian wewenang

penyelenggaraan peizinan dan Nonperizinan berusaha berbasis

risiko pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Satu Pintu;

bahwa Peraturan Bupati Nomor 17 tahun 2O2O tentang

Pelimpahan Kewenangan Perizinan dan NonPerizinan Dinas

Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kabupaten Konawe Selatan sudah tidak sesuai lagi dengan

dinamika lrrkembangan peraturan Perundang-undangan

sehingga perlu diganti;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan

Bupati tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan
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Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Berusaha Berbasis
Risiko pada Kepala Dinas Penanemam Modal dan pelayanan

Terpadu Satu Pintu Kabupaten Konawe Selatan.

1. Undang-undang Nomor 4 Tahun 2003 tentang pembentukan

Kabupaten Konawe selatan di provinsi sulawesi Tenggara
(I,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2oo3 Nomor 24,
Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor a26z);

2. undang-undang Nomor 25 Tahun zoor tentang penanaman

Modal (Iembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OOZ

Nomor 67, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor a72al;

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OOg tentang pelayanan

Publik (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000

Nomor ll2, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia

Nomor 5038);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-Undangan (kmbaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2OlL Nomor 82, Tambahan kmbaran Negara

Republik Indonesia Nomor 52341 sebagaimana telah diubah

beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 tahun

2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12

Tahun 2OlL tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022

Nomor 143, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia

Nomor 6801);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OL4 tentang Pemerintahan

Daerah (kmbaran Negara Repubtk Indonesia Tahun 2Ol4

Nomor 244, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OL4

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 56791;

6. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2Ol4 tentang Administasi

Pemerintahan (lrmbaran Negara Republik Indonesia Tahun

2OL4 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5601);
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7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2A2O tentang Cipta Kerja

(kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O2O Nomor 245,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 65731;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang

Penyelenggaraan Per..tzinan Berusaha Berbasis Risiko

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2A2I Nomor 15,

Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 66L71;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2027 tentang

Penyelenggaraan Perizinar: Berusaha di Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2O2l Nomor 16, Tambahan

kmbaranNegara Republik Indonesia Nomor 66 18);

10. Peraturan Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang

Pembentukan Produk Hukum Daerah; (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)' sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun

2OL8 tentang Perubahan atas Peraturan Dalam Negeri Nomor

80 Tahun 2105 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah

{Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157).

11. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 8 Tahun

2OL6 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah

Kabupaten Konawe Selatan (kmbaran Daerah Kabupaten

Konawe Selatan Tahun 2016 Nomor 8), sebagaimana telah

diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah

Kabupaten Konawe Selatan Nomor 1 Tahun 2022 tentang

Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Konau/e

Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan

Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Selatan

(Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2022

Nomor 1);
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Menetapkan

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG PENDELEGASIAN WEWBNANG

PEI{YELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN DAN

NONPERIZINAN BERUSA}IA BERBASIS RISIKO PADA KEPALA

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU

PINTU KAE}UPATEN KONAWE SELATAN

BAB I

KETBI{TUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Konawe Selatan.

2. Bupati adalah Bupati Konawe Selatan.

3. Perangkat Daerah adalah unsur Pembantu Kepala Daerah dan DPRD

dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi

Kewenangan Daerah.

4. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara

Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan
pemerintahan yurng menjadi kewenangan daeratr otonom.

5. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi

kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian

negara, lembaga pemerintah nonkementerian dan penyelenggara

Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan,

dan mensejahterakan masyarakat.

6. Delegasi adalah pelimpahan kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat

Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat

Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggungjawab sepenuhnya

kepada penerima delegasi.

7. Penyelenggaraan Pertzinan Berusaha Berbasis Risiko adalah kegiatan

perizinan berusaha di daerah yang proses pengelolaannya secara

elektronik mulai dari tahap permohonan sampai dengan terbitnya

dokumen yang dilakukan secara terpadu dalam satu pintu.

8. Penyelenggaraan Nonperizinan adalah kegiatan Nonperizinan yang

proses pengelolaannya mulai dari tahap permohonan sampai tahap

terbitnya dokumen dilakukan secara terpadu dalam satu pintu.

9. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang

selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Konawe Selatan.
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10. Penyelenggara DPMPTSP Daerah adalah Pejabat Pemerintah Daerah

sesuai dengan kewenangan berdasarkan peraturan perundang-

undangan.

11. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha

untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.

12. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah

pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari

tahapan permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk

pelayanan terpadu satu pintu.

13. Unit PTSP adalah unit yang melekat pada perangkat daerah yang

menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang penanaman modal.

14. Risiko adalah kemungkinan untuk terjadinya cidera atau kerugian dari

suatu bahaya atau kombinasi kemungkinan dan akibat bahaya.

15. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah Perizinan Berusaha

berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha.

16. Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online

Single Submission yang selanjutnya disingkat OSS adalah sistem

Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh kmbaga OSS untuk dan atas

nama menteri pimpinan kmbaga, gubernur, atau Bupati kepada Pelaku

Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.

17. Nonperizinan adalah pemberian dokumen atau bukti legalitas atas

sahnya sesuatu kepada seseorang atau sekelompok orang dalam

kemudahan pelayanan dan informasi sesuai dengan ketentuan

pe raturan perundang- undangan

18. Klasifikasi Baku l"apangan Usaha lndonesia yang selanjutnya disingkat

KBLI adalah mengklasifikasikan aktivitas/kegiatan ekonomi Indonesia

yang menghasilkan produk/output baik berupa barang maupun jasa,

berdasarkan lapangan usaha/Bidang Usaha yang digunakan sebagai

acuan standar dan alat koordinasi, integrasi, serta sinkrorrisasi

penye lenggaraan statistik.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini bertujuan :

a. memberikan kepastian hukum dalam berusaha, menjaga kualitas Penzinan

dan Nonperizinan Berusaha Berbasis Risiko yang dapat

dipertanggungiawabkan ;

b. melaksanakan tugas, fungsi, hak dan kewajiban penyelenggaraan Perizinan

da1 Nonperizinan Bemsaha Berbasis Risiko termasuk penandatanganan baik

secara elektronik terintegrasi maupun manual;
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c. memberikan landasan hukum kepada kepala DpMprsp dalam
penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan Berusaha Elerbasis Risiko yang
menj adi kewe nangannya.

Pasal 3

Sasaran Peraturan Bupati ini yaitu mendorong kemudahan berusaha yang
didukung dengan pemberian pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan
Nonperizinan yang cepat, mudah, transparan, pasti, sederhana, terjangkau,
professional serta berintegrasi.

BAB II

PENDELEGASIAN WEWENANG PEI{YELENGGAIA\TUV

PERIZINAN DAN NONPERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO

Pasal 4

(1) Dalam menyelenggarakan pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Berusaha

Berbasis Risiko berdasarkan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan

Bupati.

(21 Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendelegasikan wewenang

penyelenggaraan pelayanan kepada Kepala DPMPTSP yang meliputi:

a. perizinan berusaha berbasis risiko ber KBLI, dan

b. perizinan berusaha Non I(BLI;

c. perizinan Non berusaha Non KBLI; dan

d. Nonperizinan

(3) Perizinan berusaha berbasis risiko ber KBLI sebagaimana dimaksud pada

ayat {21 huruf a, melalui sistem OSS yang dikelola oleh Pemerintah Pusat

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai

penyelengg aran pnzinan berusaha berbasis risiko.

(4) Perizinan berusaha Non KBLI sebagaimana dimaksud pada ayat (21 huruf b,

merupakal persyaratan/kewajiban perizinan berusaha dalam menunjang

kegiatan usaha.

(5) Perizinan Non berusaha Non KBLI sebagaimana dimaksud pada ayat 12\ huruf

c, merupakan perizinan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan

diluar perizinan berusaha berbasis risiko.

(6) Nonperizinan sebagaimana dimaksud pada ayat {21 huruf b, dapat melalui

sistem yang difasilitasi oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah

sesuai standar yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
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Pasal 5

Dalam menyelenggarakan pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Berusaha

Berbasis Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 DPMPTSP berkoordinasi
dengan Perangkat Daerah terkait.

BAE} III

KEWAJIBAN

Pasal 6

(1) Dalam melaksanakan wewenangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4,

Kepala DPMPTSP berkewajiban untuk:

a. menjamin kelancaran pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan

Nonperizinan kepada masyarakat;

b. melal<ukan koordinasi dan sinkronisasi dengan Perangkat Daerah yang

terkait dengan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Nonperizinan yang

baik yang pada saat dan pasca diterbitkan;

c. menyusun Standar Operasional Prosedur untuk masing-masing Perizinan

Berusaha Berbasis Risiko dan Nonperizinan serta memproses

penetapannya se suai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;

d. melaporkan pelaksanaan Perizinan dan Nonperizinan seca-ra berkala

dan/atau secara insidentil kepada Bupati dengan tembusan kepada

Perangkat Daerah yang terkait.

BAI} TV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Konawe Selatan

Nomor t7 Tahun 2A2O tentang Pelimpahan Kewenangan Perizinan dan

NonPerizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kabupaten Konawe Selatan (Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun

2O2O Nomor 17) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
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Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan

Bupati ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe

Selatan.

PARAF KOCRi.}iNASI
tNs-i'ANSI -o1 -

SELATAN,

4. KABAG HU!"IJid

) DANGGA

Diundangkan di Andoolo

pada tanggal , U'of ' 2022

DAERAH

SELATAN

KABUPATEN KONAWE SEI,ATAN TA}IUN 2022 NOMOR 7E
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